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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LK|jIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Tahun
2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target pencapaian kinerja
sasaran strategis Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada perjanjian
kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan tahun keempat
pelaksanaan Rencana Strategis BPKD Tahun 2021-2026 yang merupakan
penjabaran optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang di
dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026.

Melalui laporan kinerja 2024 ini, diuraikan rencana kinerja,
pencapaian kinerja, realisasi anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah sepanjang tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan
Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan
Kinerja. Secara umum realisasi capaian kinerja sudah mencapai target
yang telah ditetapkan. Hal ini tidak lepas dari kerja keras seluruh pegawai
BPKD.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2024 ini masih Banyak Kekurangan, oleh karena itu kami
terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan
penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah di tahun berikutnya. Laporan Kinerja ini dapat menjadi
sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh
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manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-
tahun berikutnya.

Pandeglang, Januari 2025
Kepala Badan-Pengelolaan Keuangan Daerah
< ‘pg,ten Pandeglang
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AN KASBIN, S.Sos
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang di amanahkan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang selaku Satuan
Kerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan
dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan
untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan RPJMD tahun 2021-2026
seperti yang tercantum dalam prioritas alokasi pembangunan daerah yaitu
1. Prioritas |, mencakup pelayanan dasar bidang Pendidikan dan

Kesehatan,

2. Prioritas 1, mencakup pelayanan dasar diluar Pendidikan dan
Kesehatan, serta program prioritas pembangunan daerah untuk
mendukung perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

3. Prioritas lll, mencakup untuk membiayai belanja penyelengaraan urusan
pemerintahan lainnya,

Sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang mendukung program prioritas alokasi
pembangunan ke dua yaitu mencakup pelayanan dasar diluar Pendidikan
dan Kesehatan, serta program prioritas pembangunan daerah untuk
mendukung perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dengan
tujuan ke tiga meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Reformasi
Tata Kelola Pemerintahan dan Implementasi TIK, dengan indikator Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM). BPKD mendukung sasaran ke satu dari
tujuan ke tiga yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan
indikator 1 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

Dukungan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah dari
BPKD yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tersebut dalam rencana
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strategis BPKD Tahun 2021-2026 dengan Tujuan Strategis yaitu
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dengan indikator tujuan Indeks
Reformasi Birokrasi, Tujuan Strategis Meningkatnya Kualitas Penerapan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelayanan Publik dengan
indikator Indeks Evaluasi SPBE, Presentase Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),
Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P tepat waktu, Penyusunan Dokumen
Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan, Persentase Pelayanan dan
Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah. Tujuan Strategis Laju
Peningkatan PAD dengan indikator tujuan Persentase atas Hak Bukti
Kepemilikan atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang,
Persentase Validitas Neraca Aset Tetap.

Pada tahun 2024 Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pandeglang memiliki satu sasaran strategis yaitu
Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah dengan
indikator kinerjanya sebagai berikut :

1. Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Daerah;

2. Penetapan APBD tepat waktu;

3. Presentase realisasi APBD.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan triwulan IV
tahun 2024, dari masing-masing indikator kinerja diatas, secara
keseluruhan sudah berhasi mencapai target yang telah ditetapkan.
Tercapainya indikator kinerja sasaran BPKD Kabupaten Pandeglang
didukung dengan alokasi anggaran pada Program dengan total pagu
sebesar Rp517.839.252.422,00 Dengan realisasi sebesar
Rp480.281.618.667,00 atau sebesar 92,75%.
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1.1 Latar Belakang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud

akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya
ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor
53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja. Penyusunan
LKIP BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai
bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi,
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun
2021-2026.

Target kinerja yang harus dicapai Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, merupakan penjabaran
dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan kedalam Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2024. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk
mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat
menjadi masukan dan umpan balik (feedback) bagi pihak pihak yang
berkepentingan dalam rangka meningkatkan Kinerja instansi
pemerintah kedepannya.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja pemerintah
(LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh
Perangkat Daerah, serta untuk menyajikan informasi Kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perwujudan dalam menilai
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akuntabilitas, transaparansi dan untuk dijadikan dasar dalam
pengambilan keputusan bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKD adalah sebagai
bentuk pertanggungjawaban terhadap capaian target kinerja selama
periode tahun anggaran 2024, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang mempunyai kewajiban untuk melaporkan
kinerja instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi serta perannya
dalam unsur Pemerintahan Bidang Keuangan dan Pengelolaan Barang
Milik Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
telah melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan tugas dan
fungsinya secara optimal dalam mendukung program-program
pemerintah daerah, hasil yang telah dicapai dalam periode tahun
anggaran 2024, dilaporkan sebagai wujud transparansi da akuntabilitas
manajemen. Sedangkan manfaatnya adalah bahan evaluasi dan
sarana penilaian kinerja suatu Perangkat Daerah dalam kurun waktu
tertentu, serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi
BPKD Kab. Pandeglang untuk meningkatkan kinerja kedepannya.

1.3 Kedudukan Perangkat Daerah

Penjabaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagai mana dalam
pasal 2 ayat (1) poin e.3, tentang Badan Daerah Pengelolaan
Keuangan Daerah Tipe A merupakan Unsur penunjang urusan
pemerintahan bidang Keuangan dan Barang Milik Daerah, dan
sebagaimana implementasi peraturan daerah tersebut ditetapkaniah
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 120 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dipimpin Oleh Kepala Badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
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1.4 Tugas dan Fungsi
A. Kepala Badan
(1) BPKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan

daerah dan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas

otonomi daerah dan tugas pembantuan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan perencanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan
keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang pengelolaan
keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah:

C. pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan bidang pengelolaan
keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah yang
meliputi bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Akuntansi,
Anggaran, dan Barang Milik Daerah: dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

fungsinya.
B. Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKD.

(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan
perencanaan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan serta
urusan umum dan kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris mempunyai fungsi :

a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan
program, kegiatan dan anggaran;

—

Tt i Py



b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan,
serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
C. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan
dan hubungan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
e. pengelolaan kepegawaian dan pembinaan pegawai serta evaluasi
kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
C. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
(1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala BPKD.
(2) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas
pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan bidang perbendahaan
dan kas Daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi:
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta
perencanaan di bidang perbendaharaan dan kas Daerah:

b. pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pengeluaran Daerah:

C. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengolahan dan
pengendalian pembayaran atas beban rekening kas umum
Daerah,

d. penyusunan petunjuk teknis, sistem dan prosedur serta pembinaan
administrasi penatausahaan keuangan;

e. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi
penyelenggaraan Perbendaharaan dan Kas Daerah:;

f. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan supervisi yang

berkaitan dengan perbendaharaan dan kas Daerah: dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala BPKD.
D. Bidang Akuntansi
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(1) Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyusun dan
melaksanakan kebijakan dan sistem akuntansi dalam rangka
penyajian informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan bidang

akuntansi;

b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan akuntansi SKPD
dan akuntansi SKPKD;

C. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi
akuntansi SKPD dan akuntansi SKPKD serta Penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Anggaran

(1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan penyusunan Anggaran.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi -

a. perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan, pembinaan dan
evaluasi anggaran;

b. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan dalam penyusunan,
pembinaan dan evaluasi anggaran;

C. evaluasi pelaksanaan penyusunan, pembinaan dan evaluasi
anggaran; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKD.

F. Bidang Barang Milik Daerah

Penguiolaan Keuangan Daerah Page I 5
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(1) Bidang Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKD.

(2) Kepala Bidang Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan
barang milik daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan barang milik
daerah;

b. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam
pengelolaan barang milik daerah mengenai tata cara perencanaan
kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan,
serta pengawasan dan pengendalian barang milik daerah:

C. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan

barang milik daerah:
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala BPKD.
1.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Swmiber | Peransan Bupat Pandegang No 120 Taun 2021 Kedudubu Sasur, Drganeas, Riwcian Tuges daa Fuags
FT TS R Badan Fengeioacn Kegsngan Daeah Kaupaton Pandegaing

gambar 1.1 Struktur organisasi BPKD Kabupaten Pandeglang
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Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
Terdiri dari:
a. Sekretariat Badan, terdiri atas:
- Sub Bagian Tata Usaha
b. Bidang Anggaran
- Sub Bagian Kebijakan Anggaran
- Sub Bagian Penyusunan Anggaran
c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
- Sub Bagian Perbendaharaan
- Sub Bagian Dana Transfer dan Kas Daerah
d. Bidang Akuntansi
- Sub Bagian Akuntansi Keuangan Daerah
- Sub Bagian Pelaporan Keuangan Daerah
e. Bidang Barang Milik Daerah
- Sub Bagian Pemberdayaan BMD
- Sub Bagian Penatausahaan BMD
f. Jabatan Fungional
g. Jabatan Pelaksana
1.6 Aspek Strategis Organisasi
Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta
visi, misi, tujuan, dan sasaran pada Rancangan Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang, selanjutnya di indentifikasi

isu strategis sebagai berikut:

1. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
Elektronifikasi transaksi adalah proses mengalihkan transaksi
manual atau tunai ke metode digital berbasis aplikasi atau website
yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi,
mengurangi risiko kebocoran pendapatan dan belanja.

Badan Peogeiclasn Neusngan Dasrah
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2. Kualitas Pengelolaan Keuangan dalam rangka meningkatkan

transparansi akuntabilitas publik.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
adalah aspek penting dalam pemerintahan yang baik. Upaya yang
dilakukan Badang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pandeglang dengan mengunakan aplikasi eSIPKD dalam proses
Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban,
serta Pengelolaan BMD.

3. Penigkatan SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah
Sumber Daya Manusia yang kompeten adalah kunci keberhasilan
pengelolaan keuangan pada suatu daerah. Strategi penigkatan
sumber daya manusia yang dilakukan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang dengan
menyelenggaraan sosialisasi terkait pengelolaan keuangan daerah
kepada seluruh SKPD dan BLUD.

4. Pembinaan dan koordinasi dengan SKPD dalam penyajian

laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan.
Penyajian laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi
pemerintahan (SAP) adalah kewajiban pemerintah daerah. Adapun
Langkah-langkah pembinaan dan koordinasi yang dilakukan
dengan memberikan panduan teknis kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) terkait standar akuntansi pemerintah.

5. Integrasi database BMD dengan perencanaan dan
penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban
keuangan
Integrasi database BMD penting untuk pengelolaan aset yang lebih
efektif yang bertujuan untuk memastikan asset tercatat secara akurat
dalam sistem dan mempermudah pelaporan pertanggungjawaban
terkait pengelolaan barang milik daerah.

@ ——
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6. Peningkatan pengamanan dan penertiban BMD
Pengamanan dan penertiban aset daerah diperlukan untuk
mencegah penyalahgunaan dan kehilangan aset. Upaya yang
dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan
melakukan menertibkan semua aset milik Pemerintah Daerah,
pemasangan tanda kepemilikan pada aset Pemerintah Daerah,
audit rutin (rekonsiliasi kepada SKPD) untuk memastikan
keberadaan dan kondisi aset, meningkatkan pengawasan fisik dan
pengamanan terhadap aset milik Pemerintah Daerah.

7. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemanfaatan BMD
Pemanfaatan aset daerah dapat menjadi sumber pendapatan asli
daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang melakukan
beberapa strategi dalam pemanfaatan aset, dengan melakukan
Kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga guna
meningkatkan optimalisasi penggunaan aset untuk meningkatkan
efisiensi biaya operasional.

1.7 Sistematika Penulisan
Dalam Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, Berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja
Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
dengan menggunakan sistematika penyajian sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,
dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi
serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi.

—
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Bab Il Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian
kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab Il Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja
organisasi untuk setiap pemyataan kinerja sasaran
strategis Organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut
dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi

kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan
tahun ini dengan target jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan

standar nasional (jika ada);

S. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative
solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya,

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja).

——
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B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian
kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang
yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.
Lampiran :
1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap periu

e —
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2.1 Rencana Strategis
Dalam system akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah,
perencanaan strategis merupakan Langkah awal yang harus dilakukan

untuk dapat mengukur kinerja instansi. Dengan pendekatan rencana

strategis maka istansi lebih dapat menyelaraskan visi, misi, tujuan dan

sasaran dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadai dalam
upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pandeglang 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah jabatan
2021-2026, yang kemudian diturunkan menjadi Renstra pada masing-
masing SKPD, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang merupakan pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian
kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeg|
untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Untuk mendukung terwujudnya tujuan RPJMD tahun 2021-2026
seperti yang tercantum dalam prioritas alokasi pembangunan daerah
yaitu
1. Prioritas |, mencakup pelayanan dasar bidang Pendidikan dan

Kesehatan;

2. Prioritas ll, mencakup pelayanan dasar diluar Pendidikan dan
Kesehatan, serta program prioritas pembangunan daerah untuk
mendukung perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan
daerah;

3. Prioritas Ill, mencakup untuk membiayai belanja penyelengaraan
urusan pemerintahan lainnya;

Sesuai dengan tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang mendukung program prioritas alokasi
pembangunan ke dua yaitu mencakup pelayanan dasar diluar

—
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Pendidikan dan Kesehatan, serta program prioritas pembangunan
daerah untuk mendukung perwujudan tujuan dan sasaran
pembangunan daerah, dengan tujuan ke tiga meningkatkan kualitas
pelayanan publik melalui Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan
Implementasi TIK, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM). BPKD mendukung sasaran ke satu dari tujuan ke tiga yaitu
meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan indikator 1 yaitu
Indeks Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan sasaran strategis berserta indikator, formulasi
pengukuran dan target yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024
dijelaskan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang Sebagai Berikut :

Target Kinerja Tujuan/Sasaran
: Indikator Pada Tahun Ke
NO Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran 1 2 3 4 5

1. |Mewujudkan |Meningkatnya|lndeks Reformasi|100%)100%)100% 100%|100%
Pemenuhan Tata Kelola|Birokrasi
Pelayanan Pemerintahan
Kebutuhan

Dasar melalui
Reformasi Tata|Meningkatnya|indeks  Evaluasi| 100%|100%|100% 100%| 100%

Kelola Kualitas SPBE
Pemerintahan |Penerapan
m‘;"m“g:::ﬁ" L’igﬂf_’l':g’ dan|PErSentase 100%| 100%|100%| 100%]100%

upaya Komunikasi m“fs n‘-ap“‘a"'
meningkatian ((TIK) dalam| SS4engan,
pemberdayaan, Pelayanan Daerah sesuai
kualitas SDM |Publik
pree mﬁg‘ﬂ Standar
;“easelﬂm{;ta" Pemerintah (SAP)
Y Penyusunan 100%] 100%[100%|100%| 100%
RAPBD dan
RAPBD-P  tepat
waktu
Penyusunan 100%|100% [100% | 100%[100%
Dokumen
Kebijakan Teknis
Pengelolaan
Keuangan
Persentase 100%| 100% | 100% | 100%] 100%
Pelayanan dan
Pengelolaan

® =
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Target Kinerja Tujuan/Sasaran
Indikator Pada Tahun Ke
Tujuan/Sasaran 1 2 3 4 5

NO Tujuan Sasaran

Perbendaharaan
dan Kas Daerah
2. |Meningkatnya |Laju Persentase atas|30% [50% |70% (90% |100%
Pendapatan  |Peningkatan [Hak Bukti
Asli Daerah PAD Kepemilikan Atas
Tanah Milik
Pemerintah
Kabupaten
Pandeglang
Persentase 100%|100%|100% | 100%|100%
Validitas Neraca
Aset Tetap

tabel 2.1 Tujuan dan sasaran yang terkait pada RPJMD Kabupaten Pandeglang

Program dan Kegiatan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Pandeglang sebagai Berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

- e e 0o

Daerah.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

¢. Koordinasidan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Daerah.
d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
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e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.2 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi
yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja.
Pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja yang merepresentasikan tekad
dan janji untuk mewujudkan target kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu berdasarkan sumber daya yang
dimiliki. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk -
(1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
(2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanahdengan
pemberi Amanah;
(3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi:
(4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur;
(5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan
punishment atau sanksi.

| No | Sasaran Strategis |No indikator Kinerja Target
Meningkatkan 1 |Opini BPK terhadap Laporan WTP
1 kapa_sitas fiskal dan Keuangan Daerah
';‘::rgi keuangan 3l Penetapan APBD Tepat Tepat
Waktu Waktu
3 |Persentase Realisasi APBD 100 %

Tabel 2.2 Sasaran strategis BPKD Kabupaten Pandeglang
Memperhatikan uraian Tabel perjanjian kinerla BPKD tahun
2024yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, bahwa pada perjanjian
kinerja Tahun 2024, Terdapat satu sasaran strategis yaitu

-
g
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Meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja keuangan daerah yang
terdiri dari tiga Indikator Kinerja.
Program yang mendukung capaian sasaran strategis pada
perjanjian kinerja BPKD terdiri dari 3 (tiga) program, yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah:
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2.3 Tujuan dan Sasaran Pada RPJMD
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) penyusunan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
tujuan dan sasaran RPJMD yang diampu oleh BPKD sebagai berikut :
Tujuan RPJMD : - Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui
Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan
Implementasi TIK;

- Meningkatkan nilai tambah usaha ekonomi
produktif bidang industri kecil dan menengah
pertanian, perikanan dan pariwisata dalam upaya
peningkatan daya saing daerah.

Indikator Tujuan : - Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai);
- Indeks Daya Saing Daerah (nilai).
Sasaran RPJMD : - Meningkatnya kuaitas tata Kelola pemerintahan:
- Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Indikator Sasaran : - Indeks Reformasi Birokrasi (nilai);
- Laju Peningkatan PAD (%).

Badan Penguiclaan Kewangan Daerah
anclgiang
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3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksaan
program kegiatam pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra BPKD

Kabupaten Pandeglang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
antara capaian target pada indikator kinerja sasaran yang telah
ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja
masing-masing indikator sesuai dengan perjanjian kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, sebagai
berikut:

No

Indikator
Kinerja

Sasaran No Target Satuan | Realisasi | Capaian

Sasaran Strategis

1

-—h

Meningkatkan Opini BPK|100 Predikat |WTP 100%
kapasitas fiskal terhadap
dan kinerja Laporan
keuangan Keuangan
daerah Daerah

2 Penetapan | Tepat Persentase|100 100%
APBD Waktu
Tepat
Waktu
3 Persentase|100 Persentase|92.75 92.75%
Realisasi
APBD

tabel 3.1 target indikator kinerja pada sasaran strategis

3.2 Capaian Strategis Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan
Dearah  Kabupaten Pandeglang dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing
indikator kinerja sasaran. Berdasarkan dengan data tabel diatas maka
dapat dijabarkan masing-masing Indikator Kinerja Sasaran, Sebagai
berikut:

i N
==
-
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3.2.1 Opini BPK RI
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Ao
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Keuangan Negara. Disebutkan dalam pasal 16, BPK memberikan
opini atas laporan keuangan berdasarkan empat kriteria utama:
1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures).

3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan.

4. Efektifitas system pengendalian intern.

Opini BPK RI adalah alat untuk menilai kualitas pengelolaan
keuangan negara, membantu pemerintah memperbaiki kinerja
keuangan, dan meningkatkan fransparansi serta akuntabilitas
publik. yang bertujuan untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan
Transparansi Keuangan Negara, Memastikan Pengelolaan
Keuangan Negara Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola yang Baik
(Good Governance), Menegakkan Sistem Pengendalian Intern,
Mewujudkan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-
Undangan. Ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara oleh
BPK-RI dilakukan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara, termasuk laporan keuangan yang mencakup
pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban. Adapun jenis
pemeriksaan yang dilakukan sebagai berikut
a. Pemeriksaan Keuangan: Memeriksa kewajaran laporan

keuangan.
b. Pemeriksaan Kinerja: Menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas pengelolaan keuangan negara.
c. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu: Dilakukan sesuai
kebutuhan tertentu, seperti untuk investigasi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan
pemerintah daerah kemudian BPK-RI memberikan salah satu




opini BPK yang dibagi menjadi yang dibagi menjadi empat opini
sebagai berikut :
1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

= Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal
yang material.

» Tidak ada temuan signifikan yang dapat memengaruhi
kewajaran laporan keuangan.

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

» Laporan keuangan secara umum wajar, tetapi terdapat
beberapa penyimpangan material yang tidak memengaruhi
keseluruhan laporan.

3. Tidak Wajar (TW)

* Laporan keuangan mengandung salah saji material secara
signifikan sehingga tidak dapat dipercaya.

4. Pernyataan Tidak Memberikan Opini (Disclaimer)

* BPK tidak dapat memberikan opini karena keterbatasan
data, informasi, atau akses selama pemeriksaan.

3.2.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun

2024

[e Indikator = .
No Sasaran Kinerja Target| Satuan | Realisasi | Capaian

1 [Meningkatkan |Opini BPK| WTP |Predikat| WTP 100%
kapasitas fiskal |terhadap
dan kinerja|Laporan
keuangan Keuangan
daerah Daerah
tabel 3.2 indikator kinerja opini bpk terhadap laporan keuangan daerah

Opini BPK-RI Tahun 2024 di nilai mengunakan sumber
data APBD tahun sebelumnya dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. Target indikator Opini BPK RI pada tahun
2024 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) Realisasi
indikator Opini BPK-RI berdasarkan pada surat dari Kepala
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan
Banten Nomor: 28.B/S.LHP/XVIII.SRG/05/2024 Perihal Hasil
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Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
2023 dimana berdasarkan hasil
pemeriksaan sesuai dangan target yang telah di tetapkan Opini
BPK-RI Pemerintah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024
mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pandeglang Tahun

3.2.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir

Indikator |Realisasi|Realisasi| Realisasi|Realisasi
Wo| Sashmn | ineds | 2031 | 2022 | 033 | sk
1 |Meningkatkan |Opini BPK | WTP WTP WTP WTP
kapasitas terhadap
fiskal dan Laporan
kinerja Keuangan
keuangan Daerah
daerah

tabel 3.3 perbandingan realisasi indikator kinerja Opini BPK terhadap
laporan Keuangan Daerah dengan tahun sebelumnya

Capaian Indikator Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Pandegang telah berhasil
mempertahankan Predikat
(WTP) selama delapan kali berturut-turut mulai dari Tahun

Anggaran 2016 — Tahun Anggaran 2023. Capaian ini

Kinerja Pengelolaan

Wajar Tanpa Pengecualian

mencerminkan konsistensi dalam tata Kelola keuangan yang
transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP).

3.2.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun
ini dengan target jangka menengah yang dapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikagor Realisasi s.d. Trwulan IV
Kinerja 2021|2022 | 2023 | 2024

Sasaran

1. |Opini  BPK WTP |WTP |WTP |WTP
terhadap
Laporan
Keuangan
Daerah
tabel 3.4 Perbandingan indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan

Keuangan Daerah dengan Renstra

Renstra
2023
100%

Target
2022
100%

No Satuan

2024
100%

2021
100%

Predikat
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Bactan Pengelalaan Keuangan Dasrah
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Capaian indikator kinerja Predikat Opini BPK RI Tahun
2024 tidak dapat dibandingkan dengan target yang ditetapkan
di dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang dikarenakan terdapat perbedaan di
dalam menentukan satuan indikator kinerja, sehingga terdapat
perbedaan indikator kinerja di dalam pelaksanaannya.

3.21.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan

Pemerintah Daerah lain

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagi sumber
seperti antara news, dan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten.
Hasil Opini terhdap laporan keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar
perbandingan kinerja dengan daerah disekitar.

No | Provinsi/Kabupaten/Kota | Predikat Satuan

1 |Provinsi Banten WTP 8 Kali berturut-turut
2 |Kabupaten Serang WTP |11 Kali berturut-turut
3 |Kabupaten Pandeglang WTP 8 Kali berturut-turut
4 |Kabupaten Lebak WTP 9 Kali berturut-turut
5 |Kabupaten Tangerang WTP | 16 Kali berturut-turut
6 |Kota Tangerang WTP |17 Kali berturut-turut
7 |Kota Serang WTP | 7 Kali berturut-turut
8 [Kota Cilegon - -

9 |Kota Tangerang Selatan - -

tabel 3.5 data hasil opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah
di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Berdasarkan tabel di atas terlihat gabungan instansi
Pemerintah Daerah mulai dari Provinsi, Kabupaten, dan Kota
di Provinsi Banten. Provinsi Banten mendapatkan predikat
WTP selama delapan kali berturut-turut, sedangkan pada
ranah kabupaten/kota terdapat 4 Kabupaten dan 4 Kota
dengan predikat WTP berturut-turut terbanyak adalah Kota
Tangerang dan Paling sedikit Kota Serang, sedangkan
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informasi mengenai Opini BPK RI untuk Kota Cilegon dan Kota
Tangerang Selatan tidak tersedia sumber yang diacu.

3.2.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau
peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi
yang telah dilakukan.

Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi
Banten dimana Pemerintah Kabupaten Pandeglang mendapat
predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Evaluasi terhadap
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sangat penting untuk
memastikan keberlanjutan tata kelola keuangan yang baik dan
peningkatan kinerja.

Untuk mencapai target indikator kinerja Opini BPK RI,
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Pandeglang mengirimkan pegawainya untuk melakukan
koordinasi terkait dukungan penggunaan aplikasi pengelolaan
keuangan dan aset dengan vendor, serta melakukan
koordinasi dengan SKPD terkait data/dokumen yang
dibutuhkan dalam penilaian tersebut.

3.2.1.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran

Dari sasaran strategis Meningkatkan kapasitas fiskal dan
kinerja keuangan daerah. Realisasi capaian kinerja dengan
predikat WTP terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran
sebagai berikut:

No Sasaran Indikator | Capaian | Penyerapan | Tingkat
Strategis Sasaran | Kinerja % | Anggaran % | Efisiensi %
1 |Meningkatkan |Opini BPK| WTP 89.74% 10.26%

kapasitas fiskal|terhadap
dan kinerja|Laporan
keuangan Keuangan
daerah Daerah
tabel 3.6 tabel penyerapan anggaran terhadap indikator Opini BPK
terhadap laporan keuangan daerah
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Indikator sasaran strategis Opini BPK RI didukung
dengan anggaran sebesar Rp1.129.815.000,00 dengan
realisasi Rp1.013.952.371,00 atau 89.74% hal ini menujukan
adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar
Rp115.862.629,00 atau sebesar 10,26%. Efisiensi anggaran
10,26% diperoleh melalui perbaikan proses Dbisnis,
pemanfaatan teknologi informasi dan optimaliasi penggunaan
sarana dan prasarana. Untuk mencapai target indikator kinerja
Opini BPK RI, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang mengirimkan pegawainya untuk
melakukan koordinasi terkait dukungan penggunaan aplikasi
pengelolaan keuangan dan aset dengan vendor, serta
melakukan koordinasi dengan SKPD terkait data/dokumen
yang dibutuhkan dalam penilaian tersebut.

3.2.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

nan Kewangan Daerah

Badan Pengniol
Rabrupaten Pandeglang

ataupun kegagalan pencapaian

Nama . Anggaran | i
No Program Nama Kegiatan Ponsbahar Realisasi %

1 |Program Koordinasi dan | 285.700.000,00|285.700.000,00] 100
Pengelolaan |Pelaksanaan

Keuangan Akuntansi dan
Daerah Pelaporan
Keuangan Daerah

2 |Program Daerah Pengelolaan|874.515.000,00|758 235 000,00| 86,7
Pengelolaan |Barang Milik Daerah
Barang Milik
Daerah
tabel 3.7 program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja Opini
BPK-RI terhadap laporan Keuangan Daerah

Predikat Opini BPK-RI Predikat opini yang diberikan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
digunakan untuk mengukur tingkat kewajaran informasi
keuangan dalam laporan keuangan suatu instansi
berdasarkan kriteria tertentu. Opini ini merupakan hasil audit
atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Opini ini memberikan gambaran kualitas pengelolaan dan
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pertanggungjawaban keuangan oleh suatu entitas, yang
penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
publik.

3.2.1.8 Rencana kedepan guna meningkatkan capaian

Untuk mempertahankan hasil penilaian di tahun
berikutnya dengan tetap mengirimkan pegawainya untuk
melakukan koordinasi terkait dukungan penggunaan aplikasi
pengelolaan keuangan dan aset dengan vendor, serta
melakukan koordinasi dengan SKPD terkait data/dokumen
yang dibutuhkan dalam penilaian tersebut, serta adanya
dukungan dan kerjasamanya dari Prangkat Daerah lainnya.

3.2.2 Penetapan APBD Tepat Waktu

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah memberikan penekanan pada pentingnya tersusunnya
APBD tepat waktu sebagai bentuk pelaksanaan tata kelola
keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Tepat waktu dalam
penyusunan APBD juga mendukung kelancaran pelaksanaan
program dan kegiatan daerah sesuai rencana pembangunan.

Pada pasal Pasal 89 hingga Pasal 112 dalam Permendagri
ini secara rinci menjelaskan tahapan penyusunan APBD, mulai
dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga pengesahan
APBD. Penetapan APBD tepat waktu diwajibkan agar
pemerintah daerah dapat segera melaksanakan
program/kegiatan di tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, punyusunan APBD harus mengikuti jadwal yang telah
ditetapkan, sebagai berikut:

l
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1. Penyusunan KUA dan PPAS

- Disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang telah disepakati sebelumnya.

- Harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
berjalan

2. Pembahasan dan Persetujuan KUA dan PPAS

- DPRD bersama kepala daerah wajib menyepakati KUA

dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
3. Penyusunan Rancangan APBD (RAPBD)

- Kepala daerah menyusun RAPBD berdasarkan KUA
dan PPAS yang telah disepakati.

- RAPBD harus disampaikan kepada DPRD paling
lambat minggu pertama bulan September.

4. Pembahasan RAPBD di DPRD

- DPRD membahas RAPBD bersama kepala daerah
untuk disetujui menjadi Perda APBD.

- Persetujuan RAPBD menjadi Perda harus dilakukan
paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun
anggaran baru (sebelum 31 Desember).

Sanksi juga akan diberikan kepada pemerintah daerah
apabila mengalami keterlambatan atau tidak ditetapkan tepat
waktu dalam penetapan APBD sesuai Pasal 90 Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020, Sebagai Berikut -

1. Penundaan Dana Transfer
Pemerintah pusat dapat menunda penyaluran Dana

Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) kepada

daerah yang terlambat menetapkan APBD.

2. Pengeluaran Berbasis Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
Jika APBD tidak ditetapkan tepat waktu, kepala daerah
dapat menetapkan Perkada sebagai dasar pengeluaran
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sementara. Serta Pengeluaran terbatas hanya gaji dan
tunjangan pegawai, belanja operasional yang mendesak,
kegiatan prioritas yang sangat penting.
3. Sanksi Aministratif
Kepala daerah dapat dikenai sanksi administratif jika

keterlambatan terjadi karena kelalaian atau ketidak

patuhan.
3.2.2.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

No| Sasaran "l::idri;.t}j:r Target| Satuan |Realisasi | Capaian
1 |Meningkatkan [Penetapan | Tepat |Persentase| 50% 50%

kapasitas APBD Tepat| Waktu

fiskal dan|Waktu

kinerja

keuangan

daerah

Badan Pengrlolaan Keuangan Basrah

Ratuspaten Pandeglong

tabel 3.8 indikator kinerja penetapan APBD tepat waktu

Penetapan APBD Tepat waktu Tahun 2024 di nilai
mengunakan sumber data APBD Perubahan pada tahun
berjalan dan APBD murni satu tahun kedepan. Target indikator
Penetapan APBD Tepat Waktu pada tahun 2024 adalah 100%.
Tetapi realisasi Indikator Kinerja Penetapan APBD Tepat
Waktu di tahun 2024 adalah 50%.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah No 7 Tahun 2024
Tentang Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut
Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober
2024 tidak tepat waktu. Hal ini dikarenakan karena menunggu
proses pergantian anggota DPRD Kabupaten Pandeglang
yang baru sebagai penandatangan dasar pengesahan APBD-
P Tahun 2024. Fenomena ini normal terjadi di seluruh wilayah
di Indonesia dikarenakan adanya pemilihan umum yang terjadi
di tahun 2024 dan Berdasarkan pada Peraturan Daerah No 9
Tahun 2024 Tentang Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan
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Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan
Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada
tanggal 20 Desember 2024.

3.2.2.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir
Indikator |Realisasi|Realisasi|Realisasi|Realisasi

No| Sasamn | winea | 2021 | 2022 | 2023 | 2028
1 |Meningkatkan |Penetapan| 100% 100% 100% 50%

kapasitas APBD

fiskal dan Tepat

kinerja Waktu

keuangan

daerah

tabel 3.9 perbandingan realisasi indikator kinerja penetapan APBD tepat
waktu dengan tahun sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Pandegang telah berhasil
mempertahankan prosentase Penetapan APBD tepat waktu
dalam setiap proses penganggaran. Capaian ini
mencerminkan kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap
regulasi, komitmen kepada tata Kelola yang baik (good
governance), efisiensi dalam  perencanaan  dan
penganggaran, stabilitas pemerintah daerah, kepercayaan

dan optimalisasi pelayanan publik.

3.2.2.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun

ini dengan target jangka menengah yang dapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi.

= "&?f"‘;}?gf S Target Renstra Realisasi s.d. Triwulan l\i
Sasaran 2021 | 2022 | 2023 [ 2024 | 2021 [ 2022] 2023 [ 2024
1. |Penetapan |Persentase [100% [100% [100% [100%100% | 100% | 100% [50%
APBD tepat
Wakiu

tabel 3.10 Perbandingan indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan

Sadan Penguiolsan
Eabupaten Pardeglang

Kewangan Daerah

Keuangan Daerah dengan Renstra




3.2.24

Capaian indikator kinerja Persentase Penetapan

APBD Tepat Waktu Tahun 2024 sudah sesuai dengan target
yang ditetapkan di dalam Renstra Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang tetapi pada di tahun
2024 realisasi penetapan APBD tepat waktu tidak tercapai
dikarenakan. Hal ini dikarenakan karena menunggu proses
pergantian anggota DPRD Kabupaten Pandeglang yang baru
sebagai penandatangan dasar pengesahan APBD-P Tahun
2024. Fenomena ini normal terjadi di seluruh wilayah di
Indonesia dikarenakan adanya pemilihan umum yang terjadi di
tahun 2024 .
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
Pemerintah Daerah lain

Dalam proses pengumpulan data merupakan langkah
yang sangat penting untuk mendukung suatu kebenaran
informasi dan analisis yang kemudian nantinya akan
disampaikan. Namun, terkadang data yang diperlukan tidak
dapat dihimpun dari berbagai sumber yang tersedia.
Dikarenakan keterbatasan akses ke sumber data yang tidak
dipublikasikan secara terbuka.

3.2.2.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau

9

Extrn Pengeiclaan Keasngan Daerah
Ratrupaten Panceg g

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi
yang telah dilakukan.

Untuk mendukung Indikator Kinerja Keberhasilan atau
kegagalan dalam proses penyusunan APBD tepat waktu.
Terdapat penyebab keberhasilan didalam proses sebagai
berikut :

1. Penyusunan KUA-PPAS Tepat Waktu.
KUA-PPAS adalah dokumen yang menjadi dasar dalam
penyusunan APBD. Jika KUA-PPAS disusun dan
disepakati tepat waktu, maka tahapan selanjutnya dapat
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berjalan lancar. Penggunaan aplikasi SIPD-RI untuk
Perencanaan ini membantu mempersingkat waktu
pembahasan dan memastikan transparansi.

- Penggunaan Sistem Informasi Keuangan yang

Terintegrasi.
Implementasi sistem seperti SIPD memungkinkan proses
penyusunan APBD lebih terstruktur dan cepat. Sistem ini
membantu input, analisis, hingga penyusunan draft APBD
secara otomatis, mengurangi potensi kesalahan dalam
penginputan manual.
Penyusunan Anggaran Berbasis Data
Data pendapatan dan belanja yang valid, seperti PAD
(Pendapatan Asli Daerah) dan Pendapatan transfer dari
pusat, memungkinkan perencanaan yang lebih realistis.
Pengelolaan Rapat yang Efektif
Rapat-rapat antara tim anggaran pemerintah daerah
(TAPD) dan DPRD dilakukan sesuai jadwal dengan agenda
yang terarah.
Sosialisasi Kebijakan Awal
Sebelum penyusunan APBD dimulai, kebijakan dari pusat
(seperti PP, Permendagri) telah disosialisasikan kepada
seluruh stakeholder.

Namun dalam proses penyusunan APBD dan APBD-P

terdapat beberapa faktor kegagalan dalam prosesnya antara

lain sebagai berikut :

1-

Keterlambatan Input Data KUA-PPAS.

Masalah sering muncul jika data pendapatan dan belanja
dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tidak
disampaikan sesuai jadwal.




2. Perubahan Kebijakan Mendadak.

Perubahan regulasi dari pusat, seperti perubahan formula
Dana Alokasi Umum (DAU) atau kebijakan penghapusan
Dana Alokasi Khusus (DAK), menyebabkan revisi
rancangan APBD.

3. Ketidaksepakatan dalam Pembahasan DPRD.
Perdebatan panjang terkait prioritas program dan anggaran
antara TAPD dan DPRD dapat menghambat penyelesaian.

4. Kendala pada Sistem Teknologi Informasi.

Gangguan teknis pada server aplikasi SIPD sering terjadi,
terutama ketika banyak daerah menggunakan sistem
secara bersamaan yang menyebabkan server menjadi
overload.

5. Keterbatasan SDM Teknis.

Tidak semua operator di semua SKPD memahami
penggunaan aplikasi perencanaan seperti SIPD-RI.

6. Tidak Tepatnya Penyampaian Nota Keuangan.

Nota keuangan sebagai bagian dari Rancangan Perda
APBD sering terlambat diserahkan ke DPRD.
3.2.2.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran
Dari sasaran strategis Meningkatkan kapasitas fiskal dan
kinerja keuangan daerah. Realisasi capaian kinerja dengan
Persentase tersusunnya APBD tepat waktu terdapat efisiensi
dalam hal penggunaan anggaran sebagai berikut:

No Sasaran Indikator | Capaian | Penyerapan | Tingkat
Strategis Sasaran | Kinerja % | Anggaran % | Efisiensi %
1 |Meningkatkan |Peneiapan |Penetapan 99.13 0.87
kapasitas fiskalAPBD Tepat| APBD
dan kinerja| Waktu Tepat
keuangan Wekiu
daerah

tabel 3.11 tabel penyerapan anggaran terhadap indikator Penetapan
APBD Tepat Waktu

e
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Indikator sasaran strategis Tersusunnya APBD tepat
waktu didukung dengan anggaran sebesar Rp906.600.000,00
dengan realisasi Rp898.800.000,00 atau 99.13% hal ini
menujukan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran
sebesar Rp7.800.000,00 atau sebesar 0,87%.
anggaran 0,87% diperoleh melalui perbaikan proses bisnis,

Efisiensi

pemanfaatan teknologi informasi dan optimaliasi penggunaan
sarana dan prasarana di dalam proses perencanaan dan
penganggaran.

Untuk mencapai target indikator kinerja Tersusunnya
APBD tepat waktu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Pandeglang telah melakukan pembahasan intensif
dengan tim TAPD dan DPRD
kesepakatan, Memastikan setiap OPD menyusun RKA
(Rencana Kerja dan Anggaran) tepat waktu, sesuai dengan

untuk mempercepat

plafon anggaran yang telah ditetapkan dalam PPAS,
memberlakukan batas waktu yang ketat untuk penyampaian
RKA, Serta mengoptimalkan penggunaan SIPD sebagai
platform utama untuk perencanaan dan penganggaran.

3.2.2.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Badan Pengeialaan Keuangan Dasrah
Kabrupaten Fanceglang

ataupun kegagalan pencapaian

Nama - Anggaran T
No Program Nama Kegiatan Pesubaban Realisasi %
1 |Program Koordinasi dan| 906.600.000| 898.800.000| 99,14
Pengelolaan |Penyusunan Rencana
Keuangan Anggaran Daerah
Daerah

tabel 3.12 program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja
Penetapan APBD tepat waktu
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) merupakan proses yang strategis dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah. APBD disusun setiap tahun
sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah yang
berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan

kesejahteraan masyarakat. Proses ini melibatkan tahapan




perencanaan, pembahasan, hingga penetapan sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang melibatkan
Lembaga Eksekutif dan Legislatif.

Ketepatan waktu dalam penetapan APBD sangat krusial
karena keterlambatan dapat menghambat pelaksanaan
program pembangunan. Hal ini dapat berdampak pada
tertundanya belanja kegiatan dikarenakan ditundanya dana
transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah
daerah harus memastikan bahwa proses penyusunan APBD
berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan, dengan tetap memperhatikan akurasi dan kualitas
perencanaan.

Dengan penyusunan APBD yang baik dan sesuai aturan,
diharapkan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai,
mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat.

3.2.2.8 Rencana kedepan guna meningkatkan capaian

Untuk mempertahankan tersusunnya APBD tepat waktu
maka Perangkat daerah harus berpartisipasi aktif dalam
penyusunan RKPD yang menjadi acuan utama penyusunan
APBD. Berkoordinasi Aktif dengan Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD), Menyelesaikan Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran dengan Cepat dan tepat waktu.

3.2.3 Persentase Realisasi APBD

Yang dimaksud Persentase Realisasi APBD disini bukan

realisasi secara keseluruhan pada pemerintah kabupaten
pandeglang, melainkan terbatas di lingkup Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang. Karena untuk
kebijakan realisasi APBD di Perangkat Daerah Lain diluar dari
kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun
formula perhitungan realisasi APBD dihitung dengan rumus:

Badan Pengeiolsan Kenangan Doeral

Bk gpraten Parwieylsng
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Realisasi Anggaran
Persentase _( )
P 1 i Q,
Realisasi Anggaran yang Dialokasikan x100%
Dimana:

Realisasi Anggaran: Total pengeluaran yang telah terjadi hingga
periode tertentu (triwulan/bulanan/tahunan).

Anggaran yang Dialokasikan: Jumlah anggaran yang ditetapkan
untuk SKPD dalam APBD.

Komponen yang Dinilai dalam Realisasi APBD
1. Pendapatan SKPD
o Jika SKPD memiliki target pendapatan (misalnya, dari
refribusi daerah atau pendapatan lain-lain), realisasi
pendapatan juga dihitung terhadap target yang ditetapkan.
o Contoh: Dinas Perhubungan yang memiliki target retribusi
parkir.
2. Belanja SKPD
o Belanja Operasional: Pengeluaran untuk mendukung
operasional SKPD, seperti gaji pegawai, biaya pemeliharaan,
dan barang habis pakai.
- Belanja Modal: Pengeluaran untuk pembangunan fisik atau
pembelian aset seperti gedung, jalan, atau alat berat.
o Realisasi belanja ini dibandingkan dengan total anggaran
belanja yang dialokasikan.
3. Pembiayaan
o Jika relevan, pembiayaan yang diterima/diberikan oleh SKPD
juga dapat menjadi bagian dari analisis realisasi.

——
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3.2.3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun

Badan Fengololaan Keuamisn Darrah
Babrapaten ¥ aieglang

2024
No| Sasaran f;g:;:; Target| Satuan |Realisasi | Capaian
1 |Meningkatkan |Persentase | 100% |Persentase| 92 75% 92,75%
kapasitas Realisasi
fiskal dan|APBD
kinerja
keuangan
daerah

tabel 3.13 Indikator Kinerja Presentase Realisasi APBD

Realisasi APBD pada pagu anggaran SKPD (Satuan
Kerja Perangkat Daerah) mengacu pada sejauh mana
anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD oleh pemerintah
daerah dapat terealisasi atau digunakan oleh SKPD didalam
pendapatan dan belanja. Pagu anggaran adalah batas
maksimal jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap SKPD
dalam satu tahun anggaran, sementara realisasi anggaran
merujuk pada jumlah dana yang telah dibelanjakan atau dipakai
sesuai dengan peruntukannya.

Deskripsi realisasi APBD pada pagu anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang dapat
dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

1. Persentase Penyerapan Anggaran: Ini menggambarkan
berapa banyak anggaran yang telah didapatkan dan
dibelanjakan dibandingkan dengan pagu anggaran yang
ditetapkan. Sebagai contoh, sebagai berikut:

a) Pendapatan
BPKD Kab. Pandeglang memiliki pagu anggaran
pendapatan sebesar Rp2.502.546.518.362.00 dan
realisasinya sudah mencapai Rp2.352.732.337.440,00
maka persentase penyerapan anggaran pendapatan
adalah 94%. Jika di rinci lebih lajut anggaran
pendapatan sebenarnya terdiri dari sub akun
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pendapatan dibawahnya yang terdiri dari Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
realisasi anggaran hanya sebesar 73,49%, reaslisasi
tersebut dapat terjadi karena beberapa akun
pendapatan tidak dapat tidak dapat memenuhi pagu
yang telah ditetapkan seperti pada akun Bagian Laba
yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMD yang hanya
terealisasi sebesar 79%, Pendapatan dari pengembalian
sebesar 95,96% Pemanfaatan denda BMD yang tidak
dapat dipisahkan sebesar 81,63%, serta terdapat
beberapa akun yang realisasinya dapat dikatakan
sangat rendah seperti Jasa giro kas daerah sebesar
39,71%, Pendapatan Bunga sebesar 3,31%,
Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah
sebesar 0%, Pendapatan hasil pelaksanaan
perjanjian/kontrak sebesar 54,08%, adapun akun-akun
yang mendorong tingginya prosentase realisasi
pendapatan pada akun Retribusi jasa usaha 199,71%,
Hasil penjualan BMD yang tidak dapat dipisahkan
sebesar 126,19%. Pendaptan denda atas keterlambatan
pelaksanaan perkerjaan sebesar 199,84%.

Realisasi Pendapatan Transfer Badan
Pengeloaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
94,25%, nilai ini didapat dari beberapa akun dengan
realisasi pendapatan yang sudah dapat dikategorikan
tinggl seperti pada akun Dana perimbangan 93,68%,
Dana desa 96,19%, Pendapatan bagi hasil 101,54%,
Pendapatan bagi hasil, 101,54%, Bantuan Keuangan




94,91%. Adapun yang akun yang realisasinya kecil

terdapat pada akun Insentif fiskal sebesar 64,02%.

b) Belanja

BPKD Kab. Pandeglang memiliki pagu belanja
sebesar Rp517.839.252.422 00 dan realisasi anggaran
sebesar Rp480.281.618.667,00 maka persentase
penyerapan anggaran belanja BPKD sebesar 92,75%,
nilai ini didapat dari beberapa akun dengan realisasi
belanja yang tinggi seperti pada akun Belanja gaji dan
tunjangan ASN, 99,95%, Belanja tambahan penghasilan
ASN 99,82%, Tambahan penghasilan berdasarkan
objek lainnya sebesar 100%, Belanja Barang sebesar
99,8%, belanja jasa sebesar 99,38%, Belanja
Pemeliharaan sebesar 99,89%, Belanja perjalanan dinas
81,17%, Belanja modal alat kantor dan rumah tangga
sebesar 96,56%, belanja modal computer 99,32%,
Belanja tidak terduga sebesar 93,04%, Belanja bagi hasil
pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan
desa sebesar 40,64%, Belanja bagi hasil retribusi daerah
kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebesar
37,98%, Belanja bantuan keuangan daerah Provinsi

atau kabupaten/kota kepada desa sebesar 93,52%.

3.2.3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir
Indikator | Kategori | Realisasi | Realisasi | Realisasi | Realisasi

No| Sasaran | ‘sieria | APBD | 2021 2022 2023 2024
1 |Meningkatk |Persentase | Pendapat| 8577% | 84,86% | 97.68% 94%

an Realisasi an

kapasitas |APBD

fiskal dan -

kinerja Belanja | 99,65% 99 59% 98,92% 92, 75%

keuangan

daerah

tabel 3.14 perbandingan realisasi indikator kinerja Presentase realisasi
APBD tepat waktu dengan tahun sebelumnya

O —
e -

Badan Pengelolsan Keuangan Danrah
Ratripaten Pumlrglag
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Dari data yang ditampilkan pada table diatas, kita dapat
membandingkan realisasi kinerja mulai dari tahun 2021
hingga 2024 untuk dua kategori APBD: *Pendapatan* dan
*Belanja™.

1. Pendapatan
- Pada tahun 2021 realisasi anggaran sebesar 85,77%.
- Pada tahun 2022 Realisasi anggaran turun menjadi
84,86% (penurunan sebesar 0,91% dibanding 2021).
- Tahun 2023 realisasi anggaran meningkat menjadi
97,68% (kenaikan sebesar *12,82%* dibanding 2022).
- Ditahun 2024 Realisasi meningkat lagi menjadi 94%
(sedikit turun 3,68% dibanding 2023).
Analisis:

Capaian pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pandeglang mengalami fluktuasi setiap
tahunnya. Penurunan pendapatan terjadi dari 2021 ke 2022
menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan
pendapatan, tetapi ada peningkatan signifikan di 2023.
Namun, 2024 mengalami sedikit penurunan. Prosentase di
tahun 2021-2022 berada di angka minimum 84%, sedangkan
di tahun 2023-2024 berada di angka minimum 94%.

2. Belanja

- Pada tahun 2021 Realisasi anggaran sebesar 99,65%.

- Ditahun 2022 Realisasi anggaran mengalami penuurunan
sedikit menjadi 99,59% (penurunan sebesar 0,06%
dibanding 2021).

- Pada tahun 2023 Realisasi anggaran menurun menjadi
98,92% (penurunan sebesar 0,67% dibanding 2022).

- 2024 Realisasi anggaran kembali turun lagi menjadi 92,75%
(penurunan sebesar 6,17% dibanding 2023).

EBadan Pengetolaan Revangan Daerah
Watrupaten Paneglang
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Analisis:

Realisasi belanja menunjukkan tren penurunan dari
tahun ke tahun secara konsisten. Pada tahun 2024 terjadi
penurunan tajam yang disebabkan oleh efisiensi pengunaan
anggaran dalam pelaksanaan program.

3.2.3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun
ini dengan target jangka menengah yang dapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Target Renstra __Realisasis.d. TrwulanlvV
e daola | Sawan 5051120222023 2024 2021 2022 2023 2024
1. |Persentase| Persentase| 100%)|100%|100%)| 100%|Pendapatan|Pendapatan Pendapatan|Pendapatan
realisasi (85,77%), |(B4,86%), |(97,68%), [(94%),
APBD Belanja Belanja Belanja Belanja
(99,65%) |(99.59%) [(98,92%) |(92,75%)

3.15 perbandingan realisasi indikator kinerja persentase realisasi
APBD dengan Renstra

Capaian indikator presentase realisasi APBD tidak dapat
atau kurang tepat jika dibandingkan dengan target yang telah
ditetapkan di dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Pandeglang dikarenakan indikator satuan
hanya menyebutkan nilai dari (prosentase), sedangkan
didalam APBD terdapat kode rekening yang memuat
Pendapatan dan Belanja, yang satu sama lain tidak memiliki
keterkaitan/korelasi terdahap jumlah realisasi APBD di dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebab mereka
mempunyai target masing-masing didalam APBD. sehingga
terdapat perbedaan presepsi di dalam indikator kinerja di
dalam pelaksanaannya..

3.2.3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
Pemerintah Daerah lain

Dalam proses pengumpulan data merupakan langkah

yang sangat penting untuk mendukung suatu kebenaran

informasi dan analisis yang kemudian nantinya akan

disampaikan. Namun, terkadang data yang diperiukan tidak

ety © .
[ - -
P o ]
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=

Gadan Penguiolaan Keuangan Daerah
Pandeglang

—
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dapat dihimpun dari berbagai sumber yang tersedia.
Dikarenakan keterbatasan akses ke sumber data yang tidak
dipublikasikan secara terbuka.

3.2.3.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau

Eadan Pengeiolaan Ke
Rabguat o Fandeuglay

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi
yang telah dilakukan

Analisis keberhasilan atau kegagalan dalam realisasi
anggaran di suatu perangkat daerah melibatkan berbagai
aspek, mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun
evaluasi terhadap pencapaian anggaran yang telah
ditetapkan. Untuk mendukung Indikator Kinerja Keberhasilan
atau kegagalan dalam proses penyusunan APBD tepat waktu.

Terdapat penyebab keberhasilan didalam proses sebagai

berikut :

1. Kesesuaian dengan Prioritas Daerah : Keberhasilan
anggaran sangat bergantung pada seberapa baik anggaran
yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas
daerah. Jika anggaran lebih banyak digunakan untuk hal-hal
yang tidak relevan dengan prioritas pembangunan daerah,
maka realisasinya mungkin akan kurang optimal.

2. Kepatuhan terhadap Jadwal: Salah satu indikator
keberhasilan adalah sejauh mana anggaran terealisasi
sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Keterlambatan dalam
pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai dengan
anggaran akan mengurangi efektivitas anggaran tersebut.

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran: Efisiensi di sini berarti
anggaran digunakan secara optimal, tanpa pemborosan, dan
mencapai hasil yang maksimal.

4. Monitoring dan Evaluasi: Keberhasilan anggaran juga
dapat dilihat dari sejauh mana pemantauan dan evaluasi
dilakukan selama pelaksanaan anggaran tersebut. Proses
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monitoring yang baik memungkinkan masalah yang terjadi di

lapangan dapat segera ditangani sebelum menjadi lebih

besar dan dapat dicarikan solusinya.

Namun dalam proses pelaksanaan realisasi APBD

terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan

dalam prosesnya antara lain sebagai berikut :

1\

Keterlambatan Pengajuan atau Pencairan Dana:
Salah satu penyebab kegagalan dalam realisasi
anggaran adalah keterlambatan dalam proses
administrasi yang menyebabkan pencairan dana
terhambat.

Kurangnya Koordinasi Antara Bidang Dengan
Sekretariat: Ketidakselarasan antara bidang dan
secretariat dalam pelaksanaan program atau kegiatan
yang didanai anggaran dapat menyebabkan
ketidaksesuaian dalam hal perencanaan, penganggaran,
serta pencairan.

Perubahan  Kebijakan: Terkadang, kebijakan
pemerintah pusat atau daerah, atau bahkan pimpinan
yang berubah dapat memengaruhi proses pelaksanaan
anggaran. Jika ada perubahan yang mendadak, hal ini
bisa memengaruhi kinerja di dalam perangkat daerah
dalam merealisasikan anggaran.

3.2.3.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran

Dari sasaran strategis Meningkatkan kapasitas fiskal dan

kinerja keuangan daerah. Realisasi capaian kinerja dengan
Persentase Realisasi APBD terdapat efisiensi dalam hal

penggunaan anggaran sebagai berikut:

Badan Pengriolaan Keuangan Daerah
Rabupaten Pandeglang

———
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Badan Penguiolaan Meusagan Daerah
Labupaten Paeglong

’?lo Sasaran Indikator | Capaian [ Penyerapan | Tingkat
Strategis Sasaran | Kinerja % | Anggaran % | Efisiensi %
1 [Meningkatkan |Persentase [ Persentse 92.75 7.25
kapasitas fiskal|Realisasi Realisasi
dan  kinerja|APBD APBD
keuangan
daerah

anggaran

tabel 3.16 tabel penyerapan anggaran terhadap indikator Persentase
realisasi APBD

Indikator sasaran strategis Persentase Realisasi APBD
didukung dengan anggaran sebesar Rp51 7.839.252.422,00
dengan realisasi Rp480.281.618.667,00 atau 92.75% hal ini
menujukan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran
sebesar Rp37.557.633.755,00 atau sebesar 7,25%. Efisiensi
anggaran 7,25% diperoleh melalui optimaliasi penggunaan

serta program prioritas di

dalam proses

perencanaan dan penganggaran serta efisensi belanja

perjananan dinas pegawai.
3.2.3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian

No

Nama
Program

Nama
Kegiatan

Anggaran
Perubahan

Realisasi

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

Perencanaan,
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

47.822.000

47.822.000

100

Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

31.627.374 266

31.606.904.511

§9,94

Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat
Daerah

3.600.000

3.600.000

100

Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

695.253.000

676.464.500

973

Penyediaan
Jasa Penunjang
Urusan

722.968.911

721.391.012

89.78
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No Nama

Nama
Kegiatan

Anggaran
Perubahan

Realisasi

Pemerintahan
Daerah

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

669.900.000

666.272.100

99, 46

2 |Program
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

Koordinasi dan
Penyusunan
Rencana
Anggaran
Daerah

906.600.000

898.800.000

99.14

Koordinasi dan
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah

162.500.000

162.500.000

100

Koordinasi
Pelaksanaan
Akuntansi
Pelaporan
Keuangan
Daerah

dan

dan

285.700.000

285.698.040

100

Penunjang
Urusan
Kewenangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah

481.793.419.245

444.404.332.173

9224

Pengelolaan
Data dan
Implementasi
Sistemn Informasi
Pemerintah
Daerah Lingkup
Keuangan
Daerah

49.600.000

49.599.331

100

3 |Program
Pengelolaan
Barang

Daerah

Milik

Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

874.515.000

758.235.000

86,7

tabel 3.17 program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja
Persentase realisasi APBD
Penyerapan realisasi pendapatan dan belanja dalam

anggaran suatu perangkat daerah sangat penting karena

berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan efisiensi dalam

penggunaan anggaran. Penyerapan yang baik mencerminkan

pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan dapat

menghasilkan

manfaat

yang

maksimal

bagi

jalannya




Pengelolaan Keuangan Daerah

Easpanen Fanuegay

pemerintahan maupun hal-hal yang berdampak kepada
masyarakat langsung.

Penyerapan pendapatan yang optimal merupakan dasar
untuk memastikan bahwa dana yang diperlukan untuk
membiayai suatu program dapat dipenuhi. Jika target
pendapatan yang telah dibebankan tidak tercapai, maka
kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah direncanakan bisa
terhambat atau bahkan tertunda. Penyerapan pendapatan
yang baik mencerminkan efektivitas dalam hal pemungutan
pajak dan penerimaan lainnya, serta menunjukkan
kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi
sumber pendapatan baru secara maksimal.

Penyerapan belanja yang tepat waktu dan sesuai
anggaran yang sudah ditetapkan juga sangat penting untuk
memastikan program-program yang telah direncanakan dalam
APBD dapat terlaksana dengan baik. Realisasi belanja yang
baik akan mendukung dalam hal pencapaian tujuan dan
sasaran Pemerintah Daerah, baik yang bersifat jangka pendek
maupun jangka panjang. Penyerapan belanja yang baik juga
menunjukkan bahwa anggaran yang telah dialokasikan untuk
program atau kegiatan tertentu dapat digunakan secara
optimal dan tepat sasaran.

Penyerapan yang terlalu rendah pada belanja bisa
menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan
dan realitas pelaksanaan, yang dapat berujung pada
pemborosan anggaran yang tidak terpakai. Sebaliknya,
penyerapan belanja yang terlalu tinggi atau melebihi anggaran
yang telah disediakan bisa menjadi indikasi adanya
penyalahgunaan atau ketidakefisienan dalam pengelolaan
anggaran. Dengan penyerapan yang efisien, anggaran bisa
digunakan dengan lebih bijak dan sesuai dengan kebutuhan
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Badan Pengrinlasn Keuangan Daerah
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Eatpaten

prioritas pembangunan daerah, sehingga mengurangi risiko
pemborosan dan potensi penyelewengan.

Kesimpulannya penyerapan yang optimal terhadap
pendapatan dan belanja dalam anggaran daerah sangat
penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara
efektif, ~menjaga keseimbangan keuangan, serta
meningkatkan kualitas layanan publik. Keberhasilan dalam
penyerapan anggaran juga mencerminkan kinerja yang baik
dari pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya
keuangan, yang pada akhirnya akan mendukung
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, penyerapan yang tidak efisien atau rendah dapat
menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan program
pembangunan, pemborosan anggaran, dan menurunnya
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

3.2.2.8 Rencana kedepan guna meningkatkan capaian

Ets S

Peningkatan capaian penyerapan pendapatan dan
belanja anggaran daerah membutuhkan langkah-langkah
yang terencana dan sistematis, mulai dari perencanaan
anggaran yang realistis hingga pengawasan yang ketat dalam
pelaksanaannya. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah,
penggunaan teknologi informasi, peningkatan transparansi,
dan partisipasi publik menjadi kunci untuk memastikan bahwa
anggaran digunakan dengan efisien, tepat sasaran, dan
mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan capaian penyerapan
anggaran dapat lebih optimal, yang pada gilirannya akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan
ekonomi daerah.

—
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4.1 Kesimpulan

Saden Pengeiolaan Kenangan Dasrah
Watrapeaten Parwegiang

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LKjIP) Badan
Pengelolaan Keuangan Dareah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai
bentuk pertanggungjawaban terhadap capaian target kinerja selama
periode tahun anggaran 2024 yang dituangkan kedalam perjanjian
kinerja perangkat daerah. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan
saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran,
penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan
dan laporan pertanggungjawaban.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian
kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang
pada tahun anggaran 2024 dapat dikategorikan telah sesuai dengan
Renstra BPKD Kabupaten Pandeglang 2021-2026. Pada perjanian
kinerja BPKD Kabupaten Pandeglang terdapat 3 indikator kinerja,
sebagai berikut :

» Indikator kinerja Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan
Daerah pada tahun anggaran 2024 sudah mencapai target yang
diinginkan didalam perjanjian kinerja yaitu Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), namun untuk melihat kesesuaian dengan
target yang ada di Renstra BPKD tidak dapat dibandingkan
dikarenakan adanya perbedaan dalam menentukan satuan target
indikator kinerja.

* Indikator kinerja penyusunan APBD tepat waktu pada tahun
anggaran 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan
didalam perjanjian kinerja maupun di dalam Renstra BPKD yaitu
sebesar 100%, sedangkan realisasinya hanya 50%. Hal ini
dikarenakan karena menunggu proses pergantian anggota DPRD
Kabupaten Pandeglang yang baru sebagai penandatangan dasar
pengesahan APBD-P Tahun 2024. Fenomena ini normal terjadi di
seluruh wilayah di Indonesia dikarenakan adanya pemilihan umum
yang terjadi di tahun 2024.
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» Indikator Kinerja presentasi realisasi APBD Pada tahun anggaran
2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan didalam didalam
perjanjian kinerja dan Renstra BPKD yaitu sebesar 100%. Hal ini
sulit untuk dilakukan dikarenakan adanya efisiensi belanja dan
perubahan kebijakan yang diambil oleh pimpinan. Adapun didalam
Perjanjian kinerja dan Renstra BPKD Kabupaten Pandeglang
didalam idikator kinerjanya ‘hanya menyebutkan presentase
realisasi APBD, tidak menyebutkan prosentase itu dialokasikan
untuk target pendapatan atau belanja di dalam APBD Badan
Pengelolaan Keuangan Dearah Kabupaten Pandeglang.

Tercapainya sebagian besar target indikator kinerja sararan

BPKD didukung dengan penyerapan anggaran pada setiap program

BPKD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Kabupaten/kota sebesar 99,87%, Program Pengelolaan Keuangan

Daeah sebesar 92,26%, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sebesar 86,7% dari total pagu sebesar Rp517.839.252.422,00.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja sasaran BPKD
Kabupaten Pandeglang, yang telah mencapai target yang telah
ditetapkan, maka BPKD Kabupaten Pandeglang akan
mempertahankan indikator yang sudah mencapai target dan
memperbaiki indikator indikator yang belum mencapai target dengan
langkah-langkah berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa pendidikan
dan pengembangan keahlian diantaranya tentang perencanaan
strategis, pengelolaan keuangan, dan pengendalian strategis.
Juga memenuhi kualitas SDM sesuai dengan analisa beban
kerja.

2. Meningkatkan kualitas pembuatan Rencana Strategis Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama dalam hal
menentukan sasaran strategis dan menentukan indikator kinerja.
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3. Melakukan analisa yang mendalam dalam menentukan target
indikator kinerja yang wajar dan relevan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024,
dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi dan evaluasi maupun
kritik yang bersifat konstruksif dalam rangka meningkatkan kinerja yang
lebih baik sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).

Pandeglang, Januari 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keungan Daerah
Kabupaten Pandeglang

Badan Penguiolaan Ke uangan Daerah
Batragpat en Parvieglang




